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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELIPUTAN KEGIATAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah daerah melalui
peran fungsi kehumasan harus memahami dan menguasal bidang

tugasnya termasuk dalam tugas Dokumentasi dan Peliputan.

Dengan meningkatnya tuntutan pelayanan informasi publik terhadap
penyelengaraan kegiatan peliputan kegiatan dan khususnva fungsi
kehumasan dalam kegiatan dokumentasi dan peliputan terhadap
kegiatan pemerintahan, dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat,

dan tepat sasaran.

Pembuatan Standar Operasional Prosedur ini sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bagi perangkat pemerintahan  dalam
melaksanakan dokumentasi dan peliputan, guna mendapatkan hasil
vang baik. Pembuatan Standar Operasional Prosedur ini untuk
memudahkan bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas
dokumentasi dan peliputan. Ruang Lingkup Standar Operasional
Prosedur ini dibatasi pada pelaksanaan tugas dokumentasi dan

peliputan kegiatan pemerintahan Kota Malang.





